
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN BUPATI MAMASA 
Nomor : 12.a TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  

KABUPATEN MAMASA TAHUN 2016  
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAMASA 
 
Menimbang  :   a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, 

serta Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016, dipandang 

perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten Mamasa Tahun 2016; 

  b.  bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah 

kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa selama satu 

tahun yang merupakan komitmen pemerintah daerah untuk 

memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan 

pembangunan daerah yang berkesinambungan; 

    c.    bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b 

dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016;                                          

 

Mengingat    :      1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan  

Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4186); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 



Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4422); 

6. Undang-Unadang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan perundang Undangan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 

Repulik Indonesia Nomor 5233); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2009 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Mamasa Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 93); 

16. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten MamasaTahun 2014 – 2018 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 136). 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MAMASA TAHUN  

2016 

 

 

 



Pasal 1 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan tahunan 

yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2014 – 2018 yang disusun melalui proses inventarisasi, klarifikasi, singkronisasi 

dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana 

pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. 

 

Pasal 2 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 merupakan pedoman penyusunan 

Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016. 

 

Pasal 3 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 berfungsi sebagai dasar acuan dalam 

penyusunan program kegiatan tahunan, yang dibiayai dengan anggaran pemerintah, 

dan pihak swasta, maupun swadaya masyarakat. 

 

Pasal 4 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai 

berikut : 

Bab I. Pendahuluan 
Memuat gambaran umum tentang penyusunan RKPD yang meliputi 
latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, 
sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan. 
 

Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja 
penyelenggaraan Pemerintahan 
Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang 
hasil evaluasi  RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan 
dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan 
acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan 
menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan. 
 

Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan 
Daerah 
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan 
tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan 
ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan 
pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan 
perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah 
dan pembiayaan daerah. 
 

Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 
Memuat secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran 
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil 
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang 
direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah 
mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka 
ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. 



Bab V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah 
Memuat tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang 
disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan 
tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam 
RPJMD. 
 

Bab VI. Penutup 
Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna 

terlaksananya kegiatan pembangunan daerah tahun 2016. 

 

Pasal 5 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa. 

 
 
 
Ditetapkan di  M a m a s a 
Pada tanggal 07 Mei 2015 
 
BUPATI MAMASA, 

 

 

 

H. RAMLAN BADAWI 
 
 
Diundangkan di Mamasa 
pada tanggal  07 Mei 2015 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, 
 
 

 

Drs. BENYAMIN YD., M.Pd. 
Pangkat   :  Pembina Utama Madya 
NIP.  :  19641010 198303 1 005 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2015 NOMOR 148.a 


